
a.bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas-tugas  pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan
masyarakat perlu adanya peningkatan kualitas dan profesional
sumber daya manusia Pegawai Negeri  Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Pangkalpinang;

b.bahwa  Pegawai  Negeri   Sipil  yang  akan  meningkatkan
pengetahuan dan wawasan pada jenjang pendidikan setingkat
lebih tinggi wajib memperoleh izin dengan tetap berpedoman
pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
tanggal21 Maret2013, Momor 04 Tahun 2013;

c.bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Pangkalpinang;'

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nornor4 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 , Tambahan Lembarah
Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang
Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 56,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat
Nomor 6 Tahun 1956 ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
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2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran JMegara Repubfik Inddrtesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan llembaran Negara Republik Jndonesiaj
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indon^sia Nomor 3890);

3.Undang-Undahg Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);

4.Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2003 tentang  Sistem
Pendidikan Nasional (Lembarah Negara Republik Indortesia

, Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor43Q1);

5.Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Megara Republik Ihdonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tnmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);

6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);*

7.Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan
dan Pelatihan Jabatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan^
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4019) ;

8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pencidikan (Lembaran Negara Republik Indonesla
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran. Negara Republik
Indohesia Nomor4496);

9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pertierintahan Daerah
Pro.vinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737);

10.Peraturan Pemerintah Nomor41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

.2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran  Negara  Republik
Indonesid Nomor4741);

• 11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpindng' (Lembaran
Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D
NomorOI);

12. Peraturan Daerah Kota Pdngkalpinang NomOr 23 Tahun 2009
tentang OrganisaSi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota
Pangkalpinang (LembaraR Daerah Kota Pangk^lpinartg Tahun
2010Nomor6);

^  *



(3) Pemberian Tugas Belajar hanya dapat dipertimbangkan pada lembaga
pendidikan formal kedinasan atau Perguruan tinggi Negeri yang ada di luar
daerah untuk program Diploma III (D-lll), Strata I (Sl), Strata 2 (82) dan
Strata 3 (S3). Terhadap pemberian Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi
Swasta hanya dapat dipertimbangkan sepanjang lulusan pendidikan dengan
jurusan /bidang studi tertentu dan sangat dibutuhkan pada untt prganisasi
tersebut dan telah memiliki akreditasi B oleh Kementerian Pendidikan
Nasional.

(1)Tugas Belajar diberikan .qlalam rangka meningkatkan pengetahuan Pegawai
Negeri Sipil yang telah fnenunjukkan dedikasi, peril^ku baik, loyalitas dan
prestasi dalam melaksanakan tugas.

(2)Tugas Belajar diberikan dengan tujuan untuk menihgkatkan kualjtas dan
profesionalisme Pegawai Negeri  Sipil sebagai aparatur yang memiliki
kualitas serta profesional dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan
pengabdian di  bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan
Kemasyarakatah.[

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :*
1.K^ta adalah Kota Pangkalpinang.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3.Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4.Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaiari Daerah Kota

Pangkalpinang.
5.Pegawai Negeri Sipil Kota Pangkalpinang arialah Pegawai Negeri Sipii

Daerah lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang.
6.Tugas belajar  adalah p^nUgasan yang diberikan oleh pejabat  yang

berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang- yang
tinggi atau yang setara baik di dalam negeri maupun di luar negeri, bukan
atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.

7.Perjanjian tugas belajar adalah perjanjidn tertulis antara PNS tugas beiajar
dengan pimpihan Unit Kerja yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban
para pihak sesuai peraturan perundang-updahgan.

8.izin Belajar adalah izin yang diberikan pleh pejabat yang berwenang kepada
Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkah pendidikan ke jenjang yang lebih
tinggi dalam daerah atas biaya sendlri dengan tidak meninggalkan tugas
sehari-hari sebagai PNS.

BAB II
T.UGA.S BELAJAR

Pasal 2

MEMUTUSKAN:
" '•*

Menetapkan : PERATURAN WAUKOTA TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN
TUGAS BELAJAR DAN I^IN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG.

BAB I
•'     •'KETENTUAN UMUM

Pasal 1

o
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Pasal 3

Tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bukan merupakan hak
.yang melekat ke.oada setiap Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi merupakan hak
bersyarat yang hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan
dibutuhkan memiliki keunggulan baik dari segi keahlian, dedikasi, disiplin dan
loyalitas sebagai seorang Pegawai.

BAB III
KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

OPasal 4

Ketentuan pemberian Tugas Belajar:

a.pegawai negeri sipll yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1
(satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipij dan untuk
bidang pendidikan y$ng spesifik dapat diberikan sejak diangkat sebagai
Pegawai Negeri Sipil;

b.mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang;

c.pendidikan yang ditempuh sesuai dengan pengetahuan yang dipersyaratkan
dalam jabatan pada orgahisasi dan sesuai dengart artalisis beban kerja dan
perencanaan sumber daya manusia pada satuan kerja dimana yang

bersangkutan bertugas;

d.usia maksimal sbtinggi-tingginya 40 (errtpat puluh) tahun untuk Strata 3 (S3),
37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk Strata 2 (S2) dan 25 (dua puluh lima) tahun

Ountuk Strata 1 (S1) terhitung mulai tanggal seleksi atau penyaringan
pengecualian untuk bidang pendidikan yang spesifik, khususnya bidang
pendidikan dan kesehatan;

e.program studi yang diikuti telah mendapat persetujuan/ akreditasi minimal B
dari lembdga yang berwenang;

f.bagi PNS yang menduduki jabatan struktral dibebaskan dari jabatannya;

g.bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari
jabatannya;

h. setiap unsur di DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;

i.  tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

j.    tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri

Sipil;

(4)Pengajuan perrnohonan Tugas Belajar diajukan oleh unit kerja y'ang
bersangkutan kepada Walikota dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(5)Terhadap jenjs pendidikan yang pada waktu p^nerimaannya harus melalui,
seleksi, maka pengiriman Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti seleksi
harus dilakukan setelah mendapat izin dari WalikOta, dengan ketentuan
biaya untuk keperluan seleksi ditanggung oleh unit  kerja/PNS yang
bersangkutan.



Usul Pengajuan Pegawai Tugas Belajar hafus melampirkan persyarata^
masing-masing rangkap 2 (dua) sebagai berikut;

a.fotocopy SK pengangkatan sebagai CPNS;
b.fotocopy SK PNS;
c.fotocopy pangkat terakhir;
d.fotocopy kartu pegawai;
e.fotocopy SK jabatan (bila ada);
f.fotocopy DP-3 2 (dua) tahun terakhir;
g.fotocopy ijazah terakhir;
h.  fotocopy transkip nilai (D-2 sampai ke jenjang yang lebih tihggi);
i. 'surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menerangkan bahw^

pegawai yang ber^angkutart mempunyai prestasi kerja, dddikasi yang tinggi,
disiplin, serta loyalitas dan program studi/keilmuan yang dipilih memang
dibutuhkan oleh unit kerja yang bersangkutan;

k. saoggup menyelesaikan program pendidikan tepat waktu sesuai yang
ditentukan, untuk Diploma 3 (D3) paling lama 3 (tiga) tahun, Diploma 4 (D4)
dan Strata 1 (S1) paling larha 5 (lima) tahuh, Strata 2 (52) paling lama 2
(dua) tahun dan Strata 3 (S3) paling lama 5 (lima) tahun;

I. pegawai tugas belajar yang tidak dapa^menyelesaikan tugas belajar dalam
waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huarf j dapat
diberikan perpanjangan masa tugas belajar paling lama 1 tahun (2
semester) dengan perubahan status menjadi izin belajar dengan tetap dapat
meninggalkart tugasnya sebagaimana berlaku bagi PNS tugas belajar;

m. dalam memberikan tugas belajar, setiap satuan kerja harus memberikan
kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya;

n. PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali
untuk daerah pada satuan kerja tempat pegawai yang bersartgkutan bekerja
sernula (kewajiban kerja) dengan ketentuan sebagai berikut:

1)pemberian tugas di dalam negerl dan di luar negeri, kewajjban kerja
yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas (n) atau dalam rumus
(2 x n).Sebagai contoh, untuk belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja
adalah sebdgai berikut: Klewajiban kerja = 2x4 = 8 tahun.

2)dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan' pelayanan
kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja
pada suatu unit kerja disuatu instansi sebagaimana dimaksud pada
angka 1) dapat dikurangi atau ditambah befdasarkan kebijakan dari
pimpinan tertinggi instansi yang bersangkutan.

o. PNS dapat melaksanakart tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut
dengan syarat antara lain mendapat izin dari pimpinan inetapsi, prestasi
pendidikan sangat memuaskan, jenjang pendidikan bersifat linear dan
dibutuhkan oleh instansi yang bersangkutan;

p. kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana huruf n, diakUmulasikan setelah
PNS seiesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikart terakhir;

q. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang
lebih tinggi, kecuali sesuai dengan peraturan perund.angrundangan yang
berlaku.

Pasal 5•



BABIV
HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Pasal 6

(1)Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas Belajar mempunyai hak sebagai
berikut:

a.menerima gaji;
b.menerima bantuan biaya pendidikan;

c.mendapatkan kenaikan gaji berkaia;
d.mendapatkan kenaikan pangkat/golongan sesuai dengan aturan yang

berlaku; dan
e.mendapatka'n hak-hak kepegawaian lainnya.

(2)Pegawai  Tugas  Belajar  yang  menduduki jabatan  struktural/jabatan
fungsional  umum/jabatan  fungsional  khusus  mendapatkan  hak-hak'
kepegawaian/tambahan penghasilan seperti yang dimaksud pada ayat (1)
akan dibayar sampai bulan ke- 6 (enam) sejak ditetapkan dalam Keputusan
Walikota sebesar eselon/golongan/jenjang jubatan dimaksud dan pada
bulan ke -7 (tujuh) dibayar sesuqi dengan goiohgan berkenaan pada jabatah
fungsional umum.

(3)Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas Belajar mempunyai kewajiban
sebagai berikut:

a.  menyer.ahkah tugas dan tanggungjawab kedinasan kepada atasan
*        langsung/pejabat lain yang ditunjuk;

b.1. mengikuti semua program pendidikan yang telah ditetapkan dalam
tugas belajar;

c.menjaga nama baik institusi pemerintah;

d.menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;

e.' mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentUan yang
berlaku di lembaga pendidikan;

f.melaporkan kemajuan belajar secara berkala kepada Walikpta dan
atau atasan langsung;

g.menyampaikan laporan kepada Waiikota ddn atau atasan lang^ung
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai melaksanakan
pendidikan  tugas  belajar " dengan  tembusan  kepada  8adan
Kepegawaian Daerah.

j. surat pernyataan bersedia untuk tidak mengajukan mutasi/pindah tugas dari
Pemerintah Kota Pangkalpinang ke daerah lain selama 10 (sepuluh) tahun
di atas materai;

k. surat perjanjian tugas belajar yang ditandatangani oleh Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan di atas materai

I.  surat izin telah mengikuti test seleksi dari Walikota/ a.n Walikota

m. surat rekomendasi kelulusan dari lembaga pendidikan tempat melaksanakan
tugas belajar



BABV
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan tugas belajar berasal dari dan atau
oleh :

a.APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);
b.APBN ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);
c.Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri.

t

Pasal 8
.•••*

(1)Bantuan biaya pendidikan Tugas Belajar  untuk PNS di Lingkungan
Pemerintah Kota Pangkalpinang yang dibehankan kepada APBD Kpta
Pangkalpinang Cq. BaUan Kepegawaian Daerah dengan Keputusan
Walikota Pangkalpinang.^-

(2)Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan
Osesuai dengan program studi pendidikannya.

(3)Bantuan yang diberikan terdiri dari:

* a.  program Diploma |V (D4) atau Strata 1 (S1) paling banyak sebesar Rp.
,40.000,000 (empat puluh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) semester; = (M ^*-.-

b. program Strata 2 (S2) paling banyak sebesar Rp. 40.000.000 (empat
puluh juta rupiah) selama 4 (empat) semester; ^ ^^ ;' cnc(r

(4)Pemberian bantuan biaya pendidikan akan dihehtikan, jika pegaWai Tugas
Belajar tidak dapat  menyelesaikan pendidikannya tepat  waktu sesuai
dengan program pendidikan yang telah ditetapkan di lembaga pendjdikan
Tugas Belaiar.

Pasal 9

OPenghentian pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (4), tidak menghapuskan kewajiban bagi pegawai Tugas
Beldjar untuk menyelesaikan sisa pendidikannya dengan biaya pendidjkan
ditanggung sepenuhnya oleh pegawai tugas belajaryang bersangkutan.

Pasal 10

, Pegawai Tugas Bplajar yang dibiayai dari dana selain APBD tidak diberfkan
bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3), namun
diberikan bantuan dana pendamping (cost sharing) yaitu:

a.program Diploma IV (D4) atau Strata 1 (S1) paling banyak sebesar Rp.
20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selama 10 (semester) semester;    ^

b.program Strata 2 (S2) paling banyak sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta
rupiah) selama 4 (empa't) semester.   ff a,5 ^t = 1



BABVI
BERAKHIRNYA TUGAS BELAJAR

. Pasal 11

(1)Tugas Belajar yang diberikan kepada Pe^awai Negeri Sipil dinyatakan
berakhir apabila :

a.telah   lulus/menyelesaikan   pendidikan   berdasarkan   surat

pemberitahuan dari lembaga pendidikan tempat Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan mendapat tugas belajar;

b.karena satu dan fain hal tidak dapat melanjutkan pendidikan yang
diakibatkan oleh kesalahan Pegawai Tugas Belajar yahg bersangkutan
berdasarkan pemberitahuan/keterangan dari lembaga pendidikan yang
bersangkutan;

c.Jidak dapat menyelesaikan program pendidikan sesUai dengan batas
waktu yang telah ditentukan untpk jenis/tingkat pfendidikan yang diikuti
tanpa  ada  alasan  yang  dapat   dibenarkan  dan  tidak  dapat
menyelesaikan pendidikannya walaupun telah diberikan perpanjangan
waktu selama 1 (satu) tahun;

d.melanggar peratyran disiplin Pegawai Negeh Sipil serta ketentuan
lainnya yang berlaku pada lembaga pendidikan dan atau melanggar

•perjanjian tugas belajar yang pernah ditandatangani; dan
***e. berakhirnya batas waktu yarig tercantum dalam Surat Keputusan

Tugas Belajar.

(2)Berakhirnya Tugas  Belajar  ditetapkan dengan Keputusan Walikota
* -                                 Pangkalpinang.

(3)Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikan wajjb rrielapor
kepada Walikota /unit organisasi asal.

WP-- • ' v.

Pasal 12

(1)Berdasarkan Surat  Keputusan Pengakhiran Tugas Belajar,  Pegawai
/">Negeri  Sipil tersebut  sudah dapat  ditugaskan kembali dalam suatu
^pekerjaan/jabatan.

(2)Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikan akan tetapi
belum diakhiri   status  Tugas  Belajarnya  tidak  dapat    ditunjuk
/diangkat/ditugaskan dalam suatu pekerjaan/jabatan.

BAB VII
SANKSI
PasaM3

1Terhadap Pegawai Tugas Belajar yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 4 huruf I, pasal 8, dan pasal  10 ayat (1) huruf b/
dikenakan sanksi berupa keharusan mengembalikan ke Kas Daerah seluruh
biaya pendidikan yang telah dikeluarkan kepada Pemerintah Kota dan dapat
dikenakan hukuman disiplin pegaWai menurut peiaturan perundang-undangan
yang berlaku dan sanksi lainnya berdasarkap perjanjian tugas, belajar.

o



BAB VIII
I2IN BELAJAR *

Pasal 14

(1)Pegawai Negeri Sipil yang atas kesadaran dan kemauan sendiri berminat
untuk  meningkatkan pengetahuan /kemampuan dan keterampiiannya
melalui jalur pendidikan formal di luar jam dinas dapat diberikan Izin Belajar
didalam daerah Propinsi Kepulauan.Bangka Belftung.

(2)Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat Izin Belajar untuk mengikuti
pendidikan di luar jam dinas berkewajiban tetap mematuhi ketentuan jam
kerja dinas serta mematuhi peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan
ketentuan lainnya yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR

Pasal 15

O
; Ketentuan pemberian Izin Belajar

a.berstatus Pegawai Negeri  Sipil yang telah memiliki masa kerja
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai
PNS;

b.mendapatkan izih secara tertulis dari pej^bat yang berwenang;

c.tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan
yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu
kerja atas izin pimpinan instansi;

d.unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir
"lpaling kurang bernilai baik;

e.tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; *

f.^   tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;

^g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

h.  jenjang pendidikan yang akan ditempuh bersifat linier dan dapat
mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;

i.  biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yan'g bersangkutan;

j.     program studi di dalam negeri  yang akan diikuti  telah mendapat

persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berWenang;

k.  PNS tidak berhak menuntut penyesuaiah ijazah lebih tinggi, kecuali
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yahg berlaku.



(1)Pemerintah Kota  Pangkalpinang dapat   memberikan bantuan biaya
pendidikan kepada Pegawai Izin Belajar, dengan ketentuan:

a.adanya pengajuan dari pegawai izin belajar;
••',

b.Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Untuk serhua program studi minimaf
3,00 ;dan

C- surat keterangan dari fakpltas /lembaga pendidikan yang menerangkan
bahwa benar yang bersangkutan adalah mahasiswa dari lembaga
pendidikan dimaksud.

d.  Jika keuangan daerah memungkinkah.
•

(2)Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada
pegawai izin belajar paling banyak 3 (tiga) kali untuk program Strata 1 (S1)
dan 2 (dua) kali untuk program Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) selama
mengikuti pendidikan.

(3)Bantuan yang dibep'kan terdiri dari:

a.program Diploma IV (D-4) atsu Strata 1 (S-1) paling banyak Rp.
2.000.000 (duajuta rupiah);

b.program Strata 2 (S-2) paling banyak sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta
rupiah);

c program Strata 3 (S-3) paling banyak sebesar Rp. 5.000.000 (lifna juta
rupiah);

*^* ^i Wo
Pasal 17

rPasal 16

*Usul Pengajuan' Pegawai Izin Belajar harus meiampirkdn persyaratan masing-
masing rangkap 2 (dua) sebagai berikut:

a.fotocopy SK pengangkatan sebagai CPNS;
%'    b.fotocopy SK PNS;

c.fotocopy pangkat terakhir;

„,d.fotocopy kartu pegawai;

e.fotocopy SKjabatan (bila ada);

f.fotocopy ijazah terakhir;

g.fotocopy transkrip pilai (D-2 sampai ke jenjang yang lebih tipggi);
h.  surat pernyata^n yang berisikan kesanggupan untuk membiayai sendiri

seluruh biaya pendidikan;
:••i.     surat pengantar dari instansi yang bersangkutan;  •

j.     surat pengantar dari fakultas;
Ok- lampiran surat izin telah mengikuti test seleksi kepada Walikota me/alui

a^asan langsung.

BABX
BANTUAN BIAYA



BAB XII
LAIN-LAIN

•     •Pasal 19

Untuk PNS yang pada saat ketentuan ini ditetapkan telah memperoleh
pendidikan setingkat lebih tinggi atau sedang melaks&nakan tugas belajar
mengenai syprat rrtinjmum kualifikasi akademik Guru dan Dosen yang haru^
dipenuhi paling lambat tahun 2015, serta .untuk jabatan fungsjonal tertentu
(misalnyg bidan, perawat, peneliti dan lain-lain) diberikan pengecualian terhadap
batas usia maksimal dalarrt hal pemberian tugas belajar sebagai berikut:

a.Batas  usia maksimal bagi jabatan  Guru  dan  Dosen yang akan
melaksanakan tugas belajar adalah sebagai berikut:

1.Program Strata  I  (S-l)/  Diploma IV atau setara harus sudah
menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 55 (lima puluh lima)
tahun;

2.Program Strata II (S-2)/ atau setara dan program Strata III (S-3) atau
setara harus sudah menyelesaikah tugas belajar paling tinggi pada usia
56 (lima puluh enam) tahun;

b.Batas usia maksimal bagi PNS yang akan melaksanakan tugas belajar
adalah sebagai berikut:

1.Program Diploma IV dan program Strata I  (S1) harus sudah
menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 45 (erppat puluh
lima) tahun;

2.Program Dokter,  Program Apoteker,  Program Spesialis I, program
Strata II (S-2) atau setara, dan Program Strata III (S-3), Program
Spesialis II atau setara hargs sudah menyelesaikan tugas belajar paling
tinggi usia 50 (lima puluh) tahun.

Izin  Belajar  yang  diberikan kepada  Pegawai  Negeri  Sipil dinyatakan
berakhir/dicabut apabila :,

a.telah lulus/menyelesajkan pendidikan yang dinyatakah oleh lembaga yang
befsangkutan;

b.melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan lain yang
berlaku pada lembaga pendidikan;

c.mutasi wilayah kerja dan atau instansi lain di luar instansi Pemerintah Kota
Pangkalpinang.

BABXI
BERAKHIRNYA IZIN BELAJAR

Pasal 18



Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis administratif pelaksanaannya ditetapkan
dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikbta ini mulai berjaku, maka Peraturan Walikota
Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pemberian Tpgas Belajar dan Izin
Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang
(Berita Daerah Kota Pangkalpinang fahun 2010 Nomor 21) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

(1)Prosedur dan tata cara usul pemberian Tugas Belajar sebagaimana
dimaksud dalam peraturan ini, tidak berlaku terhadap jenis pendidikan
kedinasan yang prosedur/tata laksana diarahkan oleh Menteri Dalam
Negeri karena akan diatur secara tersendiri;
*'(2)Ketentuan pemberian Tugas Belajar Luar Negeri kepada Pegawai Negeri
Sip/I Kota Pangkalpinang dilaksanakan berdasarkah Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 20



BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2014 NOMOR

MUHAM^AD

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H.FERYINSANI "

Diundangkan di Pangkalpinang

pada tanggal ( Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

Pasal23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

9!

Ditetapkan di Pangkalpinang

pada tanggal 1 Januari 2014



M

WALIKOTA PANGKALPINAN

Nama Lengkap (ybs)
Pangkat / Gol. Ruang
NIP.:

Nama Lengkap
Pangkat / Gol. Ruang
NIP.

Hormat Saya,
Mengetahui,

(Kepala SKPD)

Dengan horrnat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:
1.Nama/NIP.
2.Pangkat / Gol.
3.Jabatan
4.^stansi
5.Pendidikan terakhir

iMengajukan permohonan izin belajar  di  luar  dinas pada (...Nama Perguruan
Tinggi/Sekolah, Strata Pendidikan, Program Studi...), dengan tidak mengganggu
kelancaran tugas kedinasan serta menanggung sendiri biaya pendidikan dimaksud.

* ••••*::
Sebagai bahan pertimbangan Bapak, berikut saya lampirkan masing-masing

berkas sebanyak 1 (satu) lembar:;
1.Fotocopy SK Pengangkatarj sebagai PNS yang dilegalisir;;
2.Fotocopy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir;,     i
3.Fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir;
4.Surat Keterangan lulus ujlan masuk dan diterima sebagai siswa/ mahasiswa baru

.dari pimpinan'iembaga pendifiikan dan jadwal perkuliahan;
5.Surat keterangan terakreditasi dari lembaga pendidikan, paljng rendah B;
6.Sur^t pernyataan bermaterai yang diketahui oleh Kepala SKPD.

Demikian atas pertirhbangannya, diucapkan terima kaslh.

0

Pangkalpinang

K e p a d a:
Yth. Bpk. Walikota Pangkalpinang

u.p Kepala Badan Kepegawaian Daerah

di
PANGKALPINANG

Perihal : Permohonan Izin Belajar

Contoh: Blanko Pengajuan Iziri Belajar

LAMPIRAN I; PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR   : oi TAHUN2014
TANGGAL  : /O JANUARI2014



WALIKOTA PANGKALPINANG,

NIP.
NIP.

Yang bertancia tangan di bawati ini:

Nama/NIP

Tempat, tanggal lahir

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

Instansi

Alamat  .
•"  •"•

Dengan ini menydtakan bahwa saya :i

4.   Bersedia tetap melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri  Sipil sesuai ketentuan

Peraturan Perundang - unddrtghn yang berlaku;.':•"'

2.Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat r/ngan, sedang dan/atau ^ingkat berat

serta tidak sedang menjalani pemberhentian semdntara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3.Jadwal kuliah tidak mengganggu jarh kerja / pelaksanaan tugas sehari-hari;  |

4.Sanggup menanggung sendiri segala biaya pendidikan;I  .

5.Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari saya

terbukti melakukan pelanggaran, maka saya bersedia menerima sanksi yang dijatuhkan

sebagai akibat pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.     ;

i
dibuat di     :

Mengetahui,pada tanggai :;
(KepalaSKPD)„. XT     .'. ..  ,

Pegawai Negen Sipu ybs,
>-^, j:

Materai Rp. 6.000   ttd

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR   : Oj TAHUN 2014
TANGGAL .: /O JANUARI 2014

SURAT PERNYATAAN IZIN BELAJARI



WALIKOTA PANGKALPINANG,

Nama Lengkap (vbs)
Pangkat / Gol. Ruang
NIP.:

Nama Lengkap
Pangkat / Gol. Ruang
NIP.

Hormat Saya,Mengetahui,
(Kepala SKPD)O

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:
1.Nama/NIP.

2.Pangkat/Gol.
3.Jabatan

4.Instansi

5.Pendidikan terakhir

Mengajukan permohortan tugaS belajar di luar dinas pada (...Nama Perguruan
Tinggi/Sekolah, Strata Pendidikan, Program Studi...), tahun ajaran 2014-2015.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, berikut saya lampirkan masing-masing
berkas sebanyak 1 (satu) lembar:
1.Fotocopy SK Pengangkatan sebagai PNS yang dilegalisir;;
2.Fotocopy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir;
3.Fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir;
4.Surat Keterangan lulus ujian masuk dan piterima sebagai siswa / mahasiswa baru

dari pimpinan lembaga pendidikan dan jadwal perkuliahan;
5.Surat keterangan terakreditasi dari lembaga pendidikan, paling rendah B;
6.Surat pernyataan bermaterai yang diketahui oleh Kepala SKPD.

Demikian atas pertimbangannya, diucapkan terima kasih.|

Ke p a d a
Yth. Walikota Panykalpinang

u.p Kepala Badan Kepegawaian Daerah
di-

Perihal: Permohonan Tngas BelajarPANGKALPINANG

Pangkalpinang,.

Contoh: Blanko Pengajuan Tugas Belajar

LAMPIRAN III: PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR  : oj TAHUN 2014
TANGGAL .: (o JANUARI 2014



WALIKOTA PANGKALPINANG,

NIP.

NIP.

dibuat di:
pada tanggal :

Pegawai Negeri Sipil ybs,

Materai Rp. ^.000    ttd

ttd

Mengetahui,

(Kepala SKPD)

Dengan ini menyatakan bahwa setelah selesai mengikuti pendidikan dengan Status

Tugas Belajar Programpada

Saya menyatakan kesanggupan uhtuk tidak mengajukan pindah tugaS / mutasi kedaerah lain

dan mengabdi pada Pemerintah Kota Pangkalpiangselama 10 (sepuluh),*

tahun.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimanrj

mestinya dan jika saya melahggar maka biaya selama pendidikan yahg telah diberikan akan

dijadikan dasar pertimbangan untuk dikembalikan pada Pemerintah Kota Pangkalpinang (Kas

Daerah) melalui Badan Kepegawaian Daerah.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Tempat, tanggal lahir

Pangkat/Gol.Ruang

Jabatan

Satuan Kerja

Untuk Belajar Pada

Program Studi / Jurusan

Tahun terdaftar / Akademik

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR  : Oj TAHUN 2014
tanggal .; (o januari 2014

surAt pernyataan bersediatidak mengajukan mutasi dan mengabdi pada

pemerintah kota pangkalpinang selssal tugas belajar

,  t


